ABSTRAK

Pengangkatan anak kini banyak dilakukan oleh orang tua tunggal dengan
tujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak. Di Indonesia, penetapan
pengangkatan anak dilaksanakan di dua pengadilan berbeda berdasarkan sumber
hukumnya, sehingga menimbulkan perbedaan baik dari segi prosedur maupun
akibat hukum. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan prosedur
dan akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang dilaksanakan
menurut Hukum Nasional di Pengadilan Negeri dan menurut Hukum Islam di
Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan dan
membandingkan persamaan serta perbedaan dari objek yang diteliti. Adapun
sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh
melalui wawancara dan studi pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis
menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat
perbedaan pelaksanaan prosedur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
menurut Hukum Nasional di Pengadilan Negeri dan Hukum Islam di Pengadilan
Agama, terutama dalam penerapan perlunya persyaratan rekomendasi dari
Kementerian Sosial. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda.
Pengangkatan Anak menurut Hukum Nasional tidak membawa akibat hukum
terhadap hubungan nasab, hanya mengakibatkan orang tua angkat sebagai wali
yang sah atas anak angkat di hadapan hukum. Dalam hal pewarisan, belum ada
hukum waris yang mengatur secara nasional sehingga digunakan KUHPerdata
dan Hukum Waris Adat. Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam
tidak membawa akibat hukum terhadap hubungan nasab, perwalian dan
perkawinan, serta pewarisan karena hanya merupakan penyelenggaraan
pemeliharaan terhadap anak angkat. Anak angkat tidak berhak mewaris, tetapi
dapat memperoleh wasiat wajibah dengan ketentuan sebanyak-banyaknya
sepertiga dari harta warisan.
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